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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Dan Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PUU-XVIII/2020 PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN
KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA
MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN
NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

28 OKTOBER 2021

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, pukul 11.11 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2/2020) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI
dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
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B. PEMOHON

C J
L ]
E Bahwa permohonan pengujian UU 2/2020 diajukan oleh Prof. Dr. M. Sirajuddin,
dkk yang berjumlah 47 Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,, M.H., dkk, Advokat dan Pembela Umum, untuk
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
PASAL/AYAT UU 2/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan
pengujian formil UU 2 /2020 dan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka
L
L ]
L ]

1, angka 2, dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27, dan Pasal 28 Lampiran UU
2/2020 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)
a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama
masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan
berakhirnya Tahun Anggaran 2022;

2. sejak Tahunan Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling
tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan

3. Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.

Pasal 6 ayat (12)

Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK
dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk
kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk
kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan
stabilitas sistem keuangan, danprogram pemulihan ekonomi nasional,
merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian
dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota secretariat KSSK, dan pejabat atau
pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan
dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini,
tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam
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melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

L

L

L

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan

yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17B ayat
(1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3),
Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayal (3) dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24

L
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10.

11.

12.

Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Pasal 777 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6396);

Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5872); dan

Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410),
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dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara
untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) danf atau
dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini.

. BATU U]JI

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 6 ayat (12),
Pasal 27, dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 dianggap Para Pemohon
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal28D
ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan kKkonstitusional Para
Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian formil UU 2/2020 dan pengujian materil Pasal a quo
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

Pengujian Formil

[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan

pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16

Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan:
“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan
a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan
waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil.
Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat
karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian
materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan
tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah
diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya
bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah
Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah
telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan
menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah
memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah
Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang
cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-
Undang;”

2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019)
menyatakan:

L
L
L

“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-

undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik

Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran
L
L
L

Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.”

3. Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil
UU 2/2020 ke Mahkamah Konstitusi sebanyak dua kali. Pertama,
permohonan pengujian formil yang diajukan pada 1 Juli 2020 dan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 7 Juli 2020 yang
kemudian permohonan tersebut dicabut oleh para Pemohon berdasarkan
surat bertanggal 19 Agustus 2020 perihal pencabutan permohonan.
Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memutus permohonan para Pemohon
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVIII/2020.
Kedua, para Pemohon mengajukan kembali pengujian formil UU 2/2020
dalam permohonan a quo pada 4 September 2020 berdasarkan Akta
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 173/PAN.MK/2020 dan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 9 September 2020 dengan
Nomor 75/PUU-XVIII/2020;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena UU
2/2020 diundangkan pada 18 Mei 2020, maka tenggat 45 hari setelah
Undang-Undang a quo dimuat dalam Lembaran Negara adalah pada 2 Juli
2020. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 2/2020 yang
diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan yang kedua bertanggal 4
September 2020 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan
permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil para
Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka pokok
permohonan pengujian formil para Pemohon, tidak dipertimbangkan.

Pengujian Materil

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah mengadili dan memutus mengenai
konstitusionalitas norma pasal-pasal sebagaimana dimohonkan oleh para
Pemohon dan oleh karena permasalahan hukum yang dijadikan alasan
permohonan pengujian oleh para Pemohon mempunyai kesamaan dengan
perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang telah diputus oleh Mahkamah
pada 28 Oktober 2021, pukul 10.33 WIB, maka penting bagi Mahkamah
untuk mengutip beberapa pertimbangan hukum Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tersebut,
sebagai berikut:



“I3.18.1] ... Bahwa berkaitan hal-hal sebagaimana yang didalilkan para
Pemohon tersebut di atas, setelah dicermati dengan saksama dalil-dalil
para Pemohon dimaksud telah ternyata saling berkaitan erat dan
bertumpu pada argumen Khusus yaitu adanya kekhawatiran para
Pemohon berkenaan dengan penggunaan keuangan negara dalam
penanggulangan pandemi Covid 19. Terhadap dalil-dalil para Pemohon
tersebut, Mahkamah berpendapat sesungguhnya pilihan Kkebijakan
pemerintah sebagaimana tertuang dalam norma-norma yang dilakukan
pengujian tersebut di atas oleh para Pemohon adalah pilihan kebijakan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah karena adanya keterdesakan keadaan
atau kondisi darurat. Dalam hal ini, kebijakan dalam penanganan pandemi
Covid-19 yang tidak bisa tidak harus bersentuhan dengan soal keuangan
atau anggaran, termasuk dalam hal ini kemungkinan-kemungkinan adanya
asumsi penyalahgunaan keuangan negara dimaksud. Oleh karena itu,
Mahkamah dapat memahami pilihan kebijakan yang dilakukan oleh
Pemerintah tersebut karena pemerintah memang memiliki pilihan yang
sangat terbatas dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tentunya
memerlukan beban anggaran yang tidak bisa diprediksi sebagaimana
layaknya beban anggaran negara dalam keadaan normal...”

“I3.18.2] Bahwa terlepas dari adanya kekhawatiran para Pemohon dan
asumsi-asumsi lain berkenaan dengan persoalan penggunaan anggaran
tersebut di atas, justru yang menjadi persoalan krusial adalah tidak adanya
pembatasan waktu berlakunya UU 2/2020 yang berasal dari Perpu 1/2020
yang hanya difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19. Berkaitan
dengan hal demikian, menurut Mahkamah kekhawatiran-kekhawatiran di
atas juga akan terjawab dengan sendirinya setelah Mahkamah menilai
konstitusionalitas norma Pasal 29 Lampiran UU 2/2020. Oleh karena itu,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kkonstitusionalitas
norma Pasal 29 a quo sebagai berikut:...”

“I3.18.3] ... menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar,
kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi secara global memang memiliki
dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian suatu negara,
termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang juga terdampak
adanya pandemi Covid-19, Pemerintah berupaya untuk mengantisipasinya
dengan berbagai langkah, salah satunya adalah dengan mengeluarkan
berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak terhadap perekonomian
nasional. Namun demikian, oleh karena langkah antisipatif yang dilakukan
Pemerintah berkaitan erat dengan penggunaan keuangan negara maka
harus dilakukan kontrol yang kuat yang salah satunya adalah dengan
pembatasan waktu berlakunya UU a quo. Terlebih lagi hal demikian
apabila dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara
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hukum yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2)
dan ayat (3) UUD 1945, sekalipun terhadap Perppu terdapat karakteristik
Kkhusus namun bukan berarti substansi UU yang berasal dari Perpu dapat
mengabaikan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh karena
itu, materi UU a quo bukan hanya harus memenuhi prinsip keadilan namun
juga harus memenubhi prinsip kepastian, termasuk prinsip kepastian dalam
pemberlakuannya.”

“Bahwa terlepas dari adanya persetujuan DPR terhadap Perpu a quo, tidak
adanya pemuatan batas waktu yang tegas dalam UU a quo memberikan
dampak yang cukup signifikan tentang batas waktu keberlakukan keadaan
darurat yang merupakan substansi utama karena karakteristik yang
dimiliki oleh UU yang berasal dari Perpu dimaksudkan untuk mengatasi
kedaruratan akibat pandemi Covid-19. Terlebih substansi dalam Lampiran
UU a quo sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU 2/2020 yang
menganulir beberapa norma pasal berbagai undang-undang, yaitu: ...”

“Bahwa oleh karena itu, apabila tidak dilakukan pembatasan waktu
pemberlakuan UU 2/2020, maka sejumlah norma dalam berbagai
undangundang yang dianulir tersebut akan kehilangan keberlakuannya
secara permanen. Bahkan ketika pandemi Covid-19 telah berakhir, dengan
tidak adanya batasan waktu tersebut norma-norma yang dianulir oleh
Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 tetap saja tidak berlaku karena masih
digunakan untuk kepentingan yang lain yaitu dalam rangka menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas
sistem keuangan. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian akan batas
waktu kondisi kegentingan yang memaksa. Terlebih, pemberlakuan
undang-undang a quo berkaitan erat dengan penggunaan keuangan negara
yang sangat memengaruhi perekonomian negara yang berdasarkan Pasal
23 ayat (2) UUD 1945 seharusnya mendapatkan persetujuan DPR dan
pertimbangan DPD.”

“Bahwa hal utama yang juga harus ditekankan dalam hal keadaan darurat
adalah batasan waktu yang jelas tentang kapan situasi darurat pandemi
Covid-19 akan berakhir. Secara konseptual, state of emergency dan law in
time of crisis harus menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat
dipisahkan sebagai upaya untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa
keadaan darurat akan ada ujungnya sehingga hal tersebut pastinya akan
menimbulkan adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.”

“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah
dalam putusan ini harus menegaskan pembatasan waktu pemberlakuan
UU a quo secara tegas dan pasti agar semua pihak memiliki kepastian atas
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segala Kketentuan dalam UU ini yang hanyalah dalam rangka
menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19

sehingga keberlakuan UU ini harus dikaitkan dengan status kedaruratan
yang terjadi karena pandemi tersebut. Oleh karena itu, UU ini hanya
berlaku selama status pandemi Covid19 belum diumumkan berakhir oleh

Presiden dan paling lama hingga akhir tahun Kke-2 sejak UU 2/2020
diundangkan. Namun demikian, dalam hal pandemi diperkirakan akan
berlangsung lebih lama, sebelum memasuki tahun ke-3, berkaitan dengan
pengalokasian anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, harus
mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD. Pembatasan
demikian perlu dilakukan karena UU a quo telah memberikan pembatasan
perihal skema defisit anggaran sampai tahun 2022. Oleh karena itu,
pembatasan dua tahun paling lambat Presiden mengumumkan secara
resmi berakhirnya pandemi adalah sesuai dengan jangka waktu perkiraan
defisit anggaran tersebut di atas. Dengan demikian, berdasarkan
pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Pasal 29 Lampiran UU 2/2020
harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden
mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah
berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat
akhir tahun Kke-2. Dalam hal secara faktual pandemi Covid-19 belum
berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU a quo masih dapat
diberlakukan namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit
anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, harus mendapatkan
persetujuan DPR dan pertimbangan DPD...”

[3.17] Menimbang bahwa setelah merujuk pada pertimbangan hukum putusan
tersebut di atas, terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan
konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3,
serta Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU 2/2020 yang pada pokoknya
mempersoalkan masalah penggunaan keuangan negara dan perpajakan
dan juga menjadi norma pengujian dalam perkara Nomor 37/PUU-
XVIII/2020. Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Sub-
Paragraf [3.18.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XVIII/2020, bertanggal 28 Oktober 2021 yang telah diucapkan sebelumnya
yang menyatakan pasal-pasal a quo tidak beralasan menurut hukum
berlaku mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan hukum
permohonan ini. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai
inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3,
serta Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU 2/2020 adalah tidak beralasan
menurut hukum.



[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai
inkonstitusionalitas Pasal 28 Lampiran UU 2/2020, meskipun tidak

dimohonkan dalam perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, namun setelah
Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon,
menurut Mahkamah isu konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para

Pemohon tersebut juga terkait erat (berkelindan) dengan batasan waktu
keberlakuan UU a quo dalam menangani pandemi Covid-19 yang telah
dipertimbangkan Mahkamah dalam Sub-Paragraf [3.18.2] dan Sub-
Paragraf [3.18.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XVIII/2020. Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Sub-
Paragraf [3.18.2] dan Sub-Paragraf [3.18.3] Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 37/PUUXVIII/2020, bertanggal 28 Oktober 2021 dan telah
diucapkan sebelumnya yang pada pokoknya Mahkamah memberikan
pemaknaan terhadap norma yang mengatur waktu keberlakuan dari UU a
quo, berlaku mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan hukum
permohonan ini, sehingga segala kekhawatiran serta asumsiasumsi yang
didalilkan oleh para Pemohon berkenaan dengan tidak berlakunya untuk
sementara waktu sejumlah norma dalam 12 (dua belas) undang-undang
yang terdapat dalam Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 tidak lagi akan terjadi.
Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal
28 Lampiran UU 2/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah mengadili dan memutus mengenai
konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU
2/2020 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020,
bertanggal 28 Oktober 2021 yang telah diucapkan sebelumnya, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa Mahkamah dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 37/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan pengujian Pasal 27 ayat (1)
dan ayat (3) Lampiran UU 2 /2020, menyatakan sebagai berikut:

“... Dalam Pengujian Materiil:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “bukan merupakan kerugian negara” Pasal 27 ayat (1)
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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6516) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bukan merupakan
Kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan”. Sehingga Pasal 27 ayat (1)
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516) yang semula berbunyi, “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah
dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan
pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan
belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah,
kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem Kkeuangan, dan
program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya
ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari Krisis dan bukan
merupakan kerugian negara”, menjadi selengkapnya berbunyi, “Biaya
yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK
dalam rangka pelaksanaan Kkebijakan pendapatan negara termasuk
kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk
kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan
stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional,
merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan
perekonomian dari Kkrisis dan bukan merupakan Kkerugian negara
sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.

3. Menyatakan frasa “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan

kepada peradilan tata usaha negara” Pasal 27 ayat (3) Lampiran
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
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secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bukan merupakan objek
gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara
sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19
serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”. Sehingga Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) yang
semula berbunyi, Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini
bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan
tata usaha negara, menjadi selengkapnya berbunyi, “Segala tindakan
termasuk Kkeputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang
dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan
terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan
itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

»

Dengan adanya Putusan Mahkamah tersebut, maka terhadap Pasal
27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020, Mahkamah telah
mempertimbangkan konstitusionalitasnya dan telah menyatakan syarat
pemaknaan yang konstitusional terhadap norma a quo. Dengan
demikian sejak putusan tersebut diucapkan, meskipun terdapat 3 (tiga)
orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting
opinion), yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief
Hidayat, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berkenaan
dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020, maka
pemaknaan yang konstitusional terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3)
Lampiran UU 2/2020 adalah sebagaimana Amar Putusan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUXVIII/2020 tersebut, sehingga
bukan lagi norma lengkap sebagaimana yang dimohonkan pengujian
oleh para Pemohon. Dengan adanya putusan tersebut, maka norma
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 yang didalilkan para
Pemohon inkonstutisional menjadi kehilangan objek sehingga tidak
relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
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[3.19.2] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai pengujian
Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 Mahkamah telah memutus
Kkonsitusionalitas Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU a quo dalam Putusan
Mahkamah Konsitusi Nomor 37/PUUXVIII/2020, yang telah menyatakan
bahwa Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 adalah konstitusional
dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

“[3.19.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon
terkait inkonstitusional norma Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU
2/2020, Mahkamah mempertimbangkan, oleh Kkarena telah
dinyatakan inkonstitusionalnya frasa “bukan merupakan kerugian
negara” secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bukan
merupakan Kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad
baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam
norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020, maka dengan demikian
sudah tidak terdapat lagi adanya persoalan inkonstitusionalitas
antara norma Pasal 27 ayat (1) dengan Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU
2/2020. Sehingga, tidak terdapat lagi persoalan inkonstitusionalitas
terhadap norma Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020. Sebab,
tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata tetap dapat
dilakukan terhadap subjek hukum yang melakukan penyalahgunaan
keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
Lampiran UU 2/2020 sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan
kerugian negara karena dilakukan dengan iktikad tidak baik dan
melanggar peraturan perundang-undangan dalam norma Pasal 27
ayat (1) Lampiran UU 2/2020...”

Oleh karena isu Kkonsitutional yang dikemukakan oleh para
Pemohon berkenaan dengan alasan pengujian Pasal 27 ayat (2) Lampiran
UU 2/2020 pada pokoknya adalah tidak jauh berbeda dengan isu
konstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUXVIII/2020 a quo, maka
pertimbangan hukum dalam putusan di atas mutatis mutandis berlaku
untuk permohonan a quo, khususnya berkenaan dengan konstitusionalitas
Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020. Dengan demikian dalil Pemohon
mengenai inkonstitusionalitas Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020
adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil
para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1)
huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 ayat (2),
dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020, pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUXVIII/2020 mutatis mutandis
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berlaku terhadap pertimbangan hukum Putusan permohonan a quo
sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut
hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 adalah kehilangan
objek.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan hal-hal lain dari permohonan
para Pemohon yang dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut, serta dinyatakan tidak beralasan menurut
hukum.

AMAR PUTUSAN
Dalam Pengujian Formil:
Menyatakan permohonan pengujian formil UU 2 /2020 tidak dapat diterima;

Dalam Pengujian Materiil:
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan pengujian formil UU
2/2020 tidak dapat diterima dan pengujian materil UU 2/2020 ditolak untuk
selain dan selebihnya mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

i,

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2021
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